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“PemerintahHarusTransparandalam PencegahandanPenangananCOVID-19di
Indonesia”

Sejakmerebaknya wabah COVID-19 diIndonesia,tercatathingga 2 April2020 data di
KementerianKesehatanRepublikIndonesiamenunjukkanbahwakasusterkonfirmasiCOVID-
19secaranasionaladalah1.677kasuspositif,1.417dirawat,103sembuhdan157yang
meninggal.Banyak faktoryang mempengaruhicepatnya penyebaran wabah ini,salah
satunyamasyarakatyangkurangmendapatkaninformasisecarautuhtentangCOVID-19.
Pundemikiandenganinformasipelayananuntukpenanganan(tindakan)yangmasihbanyak
belum diketahuikhalayak.

Masih banyak ditemukan persoalan yang dihadapioleh Pemerintah Pusat,Pemerintah
Daerah,Layanan Kesehatan dan Publik.Kesimpangsiuran arus informasidan tidak
terintegrasinyainformasimenyebabkanmasyarakatbertambahbingungdalam menyikapi
persoalanini.

Palingtidakadabeberapapersoalan:
1).Keterbukaan maupun pencatatan data atau informasidalam penanganan wabah
coronavirusbarudiIndonesiabelum baik.Padahal,keberadaannyapentinguntukpenerapan
epidemiologi,sehingga proses penyebarannya dapatefektifditekan.Data merupakan
instrumen penting dalam melacak penyebaran penyakit.Setidaknya informasitentang
riwayatpasienbagipetugassurveilans,bermanfaatuntukmelakukanpelacakanorang-orang
berpotensiterjangkitdantempat-tempatyangpernahdikunjungiorangyangpositifterjangkit.
Informasilainyangseharusnyadapatmudahdiaksesolehmasyarakatsepertidatakesiapan
rumahsakit,jumlahtempattidur,ruangisolasi,jumlahalattest,jumlahAlatPlindungDiri
(APD)bagitenagamedis,hinggaketersediaantenagamedisyangberperanvitaldalam
menghadapipandemiccorona.

2).Program-program dankegiatanyangmenyedotanggaransangatbesaruntukpencegahan
dan penanganan COVID-19,pemerintah belum memberikan informasiyang utuh.Dana
TambahanAPBN2020senilaiRP405,1triliununtukbidangkesehatansebesarRp75triliun,
perlindungansocialRp110triliun,insentifperpajakandanstimulusKUR sebesarRp70,1
triliundanRp150triliununtuk.TermasukanggaranyangdigelontorkandiseluruhPemerintah
ProvinsimaupunKabupaten/KotayangbersumberdarirealokasiDanaAlokasiKhusus(DAK)
danDanaBagiHasil(DBH)yangharustransparan.

Halinipenting,agarpublic dapatmengetahuiprogram dan kegiatan apa saja untuk
penanganandanpecegahannya,sertapublicdapatikutmelakukanpengawasannya.

Ketika public mendapatkan informasi-informasi penting tersebut,akan memberikan
dorongankepadapublicuntukberperansecaraaktifdalam melakukanpencegahandan
penanganan.Harapannya,adakolaborasiantarapemerintahdenganmasyarakatsipildalam
menghadapiwabahini.

Oleh karena itu,KoalisiMasyarakatSipiluntuk Kemitraan Pemerintah Terbuka (Open
GovernmentPartnership)diIndonesia,untukakselerasipenangananCODIV-19diIndonesia,
kamimemintakepadaPemerintah:



1.Pemerintahharuslebihtransparanterhadapinformasiterkaitpenangananviruscorona.
Informasimengenaiwilayah dan tempatmana saja yang terdampakatau terpapar,
riwayataktivitaspasienCOVID-19dengantetapmenjagakerahasiaanidentitaspasien.
Pemerintahjugaharusmembukadatakesiapanrumahsakit,jumlahtempattidur,ruang
isolasi,jumlahalattest,jumlahAlatPlindungDiri(APD)bagitenagamedisyangtersedia,
hinggaketersediaantenagamedisyangberperanvitaldalam menghadapipandemic
corona.Agarseluruhpihakdapatberperanuntukberpartisipasiaktifdalam melakukan
pencegahan.

2.Pemerintah haruslebih transparan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan
yangberkaitandengandampakcoronavirusini.Pemerintahharusmembukainformasi
seluas-luasnya terhadap Dana Tambahan APBN 2020 senilaiRP405,1 triliun secara
berkala.

3.Pemerintahharusmembangunmekanismeketerbukaaninfomasiyanglebihterintegrasi
antarlintaskementrian/lembagateknissertamempersiapkantim pelaksanalapangan
yang cepatdan tangggap untuk pencegahan dan penanganan covid-19 serta tidak
membingungkanpublik.

4.KementerianDalam NegeriharusmemerintahkankepadaGubernur,BupatidanWalikota
untukmengumumkansecaraberkalaberapaanggaranuntukpenangananCOVID-19yang
disiapkan,daftarkebutuhanuntukmenopangsistem kesehatandanperlindungansocial
ekonomidanrealisasibelanjanya.

5.Pemerintahharusmemberikanruang seluas-luasnyabagipublikuntukberkolaborasi
dalam memaksimalkan peran masing-masing untuk percepatan pencegahan dan
penangananCOVID-19.
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